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                                         NOMOR : 191 TAHUN 2023  

TENTANG 

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MAMASA NOMOR 188 TAHUN 2023 TENTANG 

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN 

SUARA (PPS)  SE-KABUPATEN MAMASA  DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Panitia 
Pemungutan Suara perlu menetapkan Sekretaris dan staf 

Sekretariat Panitia Pemungutan suara; 
  b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas perlu 

ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Mamasa. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
  4. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 

5233); 
  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  
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  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 
  8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 

  
  10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan 

pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 28); 

  11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum Tahun 2024 
  12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc 

penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur 
dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota 

dan wakil walikota. 
  13.Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor: 67 Tahun 2023  

tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang  Pedoman Tekhnis  
Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum 

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan Walikota dan  Wakil Walikota. 

 
   

Memperhatikan :  Keputusan Kepala Desa Ulumea Nomor 029/KPTS/DS-
UM/IV/2023  tentang pengangkatan dan penetapan petugas 
Sekretariat  Panitia Pemungutan Suara kecamatan 

Mehalaan kabupaten Mamasa dalam penyelenggaraan 

Pemilihan umum Tahun 2024;    

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MAMASA NOMOR 191 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN 
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MAMASA NOMOR 188 TAHUN 2023 TENTANG 

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT 
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  SE-KABUPATEN 

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 

2024; 

KESATU  : Memberhentikan sdr. Adriel sebagai Sekretaris PPS desa 
Ulumea, kecamatan Mehalaan. Selanjutnya menugaskan 
sdr. Asmin sebagai sekretaris PPS Ulumea, kecamatan 

Mehalaan, serta menugaskan sdr. Suarno sebagai staf 
secretariat PPS desa Ulumea, kecamatan Mehalaan dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024; 

KEDUA  :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya   

Surat  Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU 

Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2023 dan 2024;  
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   KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 
dengan tanggal 14 April 2024 dengan ketentuan bahwa 

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

 

        Ditetapkan di :Mamasa 

        Pada tanggal : 27 April 2023 

 

        KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

         KABUPATEN MAMASA, 

 

             ttd. 

 

         JONY RAMBULANGI 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 
SEKRETARIAT  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA 
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM 
 

          

 

      Rima Datupuang 
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